NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA
UNGASAN NOMOR 09 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA




PERBEKEL UNGASAN

KECAMATAN KUTA SELATAN, KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA UNGASAN

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA UNGASAN NOMOR 09
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL UNGASAN,

bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang
ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa
Ungasan perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa
Mega Kencana;

bahwa dalam mewujudkan pembentukan Badan
Usaha Milik Desa (BUMDesa} perlu diperkuat
dengan Peraturan Desa yang merupakan landasan
hukum untuk mengatur kebijakan yang diperlukan
dalam menentukan arah suatu Badan Usaha;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Desa tentang pembentukan
Badan Usaha Milik Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
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Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik
Desa {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2091);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Repullik Indonesia
Nomor. 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran,
Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan
Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau
Jasa Badan Usaha milik Desa/Badan Usaha Milik
Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 252);

Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004
tentang Pengembalian  Peristilahan sebutan
Perbekel, Dusun dan Kepala Dusun;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9
Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung
Nomor 7});

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9
Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran
Daecrah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun
2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Badung Nomor 1};

Peraturan Bupati Badung Nomor 44 Tahun 2016
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung
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Tahun 2016 Nomor 44};

Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita
Daerah Kabupaten Badung Nomor 30 Tahun 2018);
Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2018 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa
Ungasan Nomor 06/V/BAM-BPDU/2024 Tanggal
15 Mei 2024 tentang Musyawarah Desa Khusus
Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah
Tangga Dan Pengurus Bumdes Mega Kencana
Ungasan
DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNGASAN
DAN
PERBEKEL UNGASAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DESA UNGASAN NOMOR 09 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagiaan Kesatu Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1.

2.

@

Desa adalah Desa Ungasan yang berkedudukan di
Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.
Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa;

Perbekel adalah Perbekel Ungasan

Badan permusyawaratan Desa (BPD} disebut BPD
adalah Badan permusyawaratan Desa (BPD)
Ungasan;

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM
Desa, adalah BUM Desa “Mega Kencana Ungasan”.
Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut
BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh
Desa Ungasan guna mengelola usaha,
memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan
produktivitas, @ menyediakan jasa  pelayanan,
dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk
sebesar-besarmmya kesejahteraan masyarakat Desa
Ungasan;

Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi
dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara
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mandiri oleh BUM Desa;

8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik
BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang
ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan
hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM
Desa;

9.  Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok
tatalaksana organisasi BUM Desa yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau
Peraturan Bersama Perbekel tentang Pendirian BUM
Desa;

10. Anggaran Rumah Tangga adalah pedoman yang
memuat peraturan bagi anggota organisasi BUM

Desa dalam menjalankan kegiatan organisasi

BAB ]I
PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN
DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu
Pendirian BUM Desa

Pasal 2

BUM Desa dalam peraturan Desa ini merupakan BUM
Desa yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa Ungasan
Nomor 09 Tahun 2017

Pasal 3
Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset,
mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan
Jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
Desa, Desa Ungasan mendirikan BUM Desa Mega Kencana

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar
Pasal 4
Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Mega Kencana
Ungasan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB 111
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku maka
Peraturan Desa Ungasan Nomor 09 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) dan
Peraturan Desa Ungasan Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Desa Ungasan Nomor 09 Tahun
2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dari Pasal 1
sampai dengan Pasal 20 Peraturan Desa Ungasan Nomor :
09 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut
anggaran dasar BUMDESA, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku, Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa
Bumi Segara Artha yang disahkan oleh kantor notaris
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disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling
lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini
berlaku.

Susunan kepengurusan BUM Desa Mega Kencana
Ungasan yang masih berjalan, disesuaikan dengan
ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 6
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa Ungasan.

Ditetapkan di : Ungasan
Padat al : 15 Mei 2024

LEMBARAN DESA UNGASAN TAHUN 2024 NOMOR 16
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LAMPIRANT : PERATURAN DESA UNGASAN, KECAMATAN KUTA
SELATAN, KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 16 TAHUN 2024
TANGGAL : 01 Mei 2024

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DESA UNGASAN NOMOR 09 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA
MILIK DESA

ANGGARAN DASAR
BUMDESA MEGA KENCANA UNGASAN
PEMBUKAAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai
pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir.
Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan
hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting
sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan
masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan
berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan
asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa
perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh
semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua
semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam
pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat
secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya
kesejahteraan masing-masing individu.

BABI
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1
1. BUM Desa ini bernama BUM Desa Mega Kencana Ungasan, selanjutnya
dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa.
2. BUM Desa Mega Kencana Ungasan, berkedudukan di Desa Ungasan,
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2
Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa adalah sebagai upaya menampung
seluruh kegiatan perekonomian dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa
dan / atau antar desa dengan harapan dapat mewujudkan Kesejahteraan
masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi, lapangan kerja dan
pelayanan sosial.
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BAB IIl JENIS USAHA

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa dapat:
a) Menjalankan usaha dalam bidang jasa dan perdagangan besar maupun
eceran yang meliputi:

1.

46100 PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE)
ATAU KONTRAK.

Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi,
perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang
memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri
atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen Kkomisi, broker
barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas
nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam
penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas
nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang
terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian,
binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi;
bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk
pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu,
alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan
bangunan; mesin, termasuk mesin Kkantor dan komputer,
perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan
rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar
rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar
mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d.
454.

47111 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG
YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI
SUPERMARKET/MINIMARKET

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis
barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan,
minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan
serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (self
service/swalayan). Di samping itu juga dapat menjual beberapa
barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga,
mainan anak-anak, kosmetik dan pakaian. Misalnya supermarket
atau minimarket

46333 PERDAGANGAN BESAR MINUMAN BERALKOHOL
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minuman

beralkohol, seperti minuman keras, anggur, malt, bir dan lain-lain.

47301 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR KENDARAAN DI
SPBU

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar
untuk mobil dan sepeda motor (seperti bensin, solar, dan LPG),
termasuk pula bahan bakar untuk speed boat dan genset.

Biasanya kegiatan ini dikombinasikan dengan penjualan bahan-
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bahan pelumas, cooling products, bahan-bahan pembersih dan
barang-barang lain untuk keperluan mobil dan sepeda motor.
Apabila kegiatan utama adalah menjual bahan bakar dan pelumas
mobil dan sepeda motor, maka termasuk dalam kelompok ini.
Perdagangan besar bahan bakar dimasukkan dalam kelompok
46610. Perdagangan eceran LPG dan bahan bakar untuk

keperluan memasak atau pemanas dimasukkan dalam kelompok
47772,

47737 PERDAGANGAN ECERAN PEMBUNGKUS DARI PLASTIK
Kelompok ini mencakup perdagangan eceran barang pembungkus

dari plastik, seperti plastik kiloan, plastik sampah, kantong plastik
dan barang pembungkus dari plastik lainnya.

47611 PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN
GAMBAR

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat
tulis-menulis dan gambar, seperti pensil, pulpen, spidol, balpoin,
sign pen, pensil mekanik, jangka, kuas gambar, rapido, crayon
dan pastel, papan tulis, meja gambar, white board, alat-alat
sablon, pita mesin tulis, cat air, cat minyak, karet penghapus,
kayu penghapus, tip-ex, tinta, pengasah pensil, penggaris dan
kapur tulis.

52214 AKTIVITAS PERPARKIRAN DI BADAN JALAN (ON STREET
PARKING)

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan parkir
yang dilakukan di badan jalan.

522135 AKTIVITAS PERPARKIRAN DI LUAR BADAN JALAN (OFF
STREET PARKING]
Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan parkir

diluar badan jalan, seperti gedung parkir, lapangan parkir yang
terdapat di gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit
dan jasa perpakiran di luar badan jalan lainnya.

47752 PERDAGANGAN ECERAN HEWAN TERNAK
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran hewan ternak,

seperti sapi, kambing, dan unggas.

47242 PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE
BASAH DAN SEJENISNYA.
Kelompok ini mencakup wusaha perdagangan eceran khusus

berbagai jenis roti, kue kering dan kue basah di dalam bangunan,
seperti roti manis, roti tawar, bolu, cake/tart, biskuit, wafer, kue
semprong dan cookies.

47754 PERDAGANGAN ECERAN PAKAN TERNAK/ UNGGAS/
IKAN DAN HEWAN PIARAAN
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Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pakan
ternak/unggas/ikan dan makanan hewan piaraan di dalam
bangunan, seperti ransum pakan ternak/unggas/ikan, konsentrat

pakan ternak/unggas/ikan, tepung tulang, tepung darah dan
tepung kerang.

47763 PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS
HAMA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan ececran khusus
berbagai macam pupuk dan pemberantas hama, seperti pupuk
buatan tunggal (urea, ZA, TSP, DSP), pupuk buatan majemuk dan
campuran (mono amonium fosfat, diamonium fosfat, nitrogen
fosfat kalium), pupuk alam (pupuk kompos, pupuk dolomit, pupuk
kapur), insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida
dan akarisida.

47241 PERDAGANGAN ECERAN BERAS
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus

berbagai jenis beras di dalam bangunan, seperti beras cianjur,
beras cisadane, beras saigon dan beras ketan.

47243 PERDAGANGAN ECERAN KOPI, GULA PASIR DAN GULA
MERAH

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus
kopi,gula pasir atau gula merah di dalam bangunan.

47249 PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus

komoditi makanan hasil industri yang belum tercakup dalam
kelompok 47241 s.d 47245 di dalam bangunan seperti asinan
buah-buahan dan sayuran, buah-buahan dan sayuran yang
diawetkan, kerupuk dan emping/ceriping.

47729 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN OBAT
FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK
LAINNYA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus

lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 47721 s.d. 47728,
seperti bahan obat farmasi dan bahan baku obat tradisional
(simplisia) untuk manusia dan hewan; serta alat laboratorium, alat
farmasi, dan alat kesehatan untuk hewan antara lain berbagai
macam alat laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung ukur, kaca
sorong mikroskop, cuvet, botol serum/infusj; alat laboratorium
dari porselen (tabung kimia, piring penapis, lumpang dan alu,
cawan); alat dan perlengkapan profesi kedokteran hewan seperti
{(instrumen dan pesawat bedah, instrumen dan pesawat perawatan
gigi, aparat elektro medis, termometer, pengukuran tekanan
darah, dan lainnya}, alat kesehatan hewan, dan alat-alat diagnosa
medis, dan lainnya.
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17. 47772 PERDAGANGAN ECERAN GAS ELPLJI

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus gas
elpiji.

82190 AKTIVITAS FOTOKOPI, PENYIAPAN DOKUMEN DAN
AKTIVITAS KHUSUS PENUNJANG KANTOR LAINNYA

Kelompok ini mencakup aktivitas penyedia jasa khusus penunjang
kantor atau perusahaan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan
di tempat lain, seperti penyiapan dokumen, editing dan koreksi
dokumen, pengetikan, pengolahan kata atau desktop publishing,
jasa penunjang sekretariat, perekaman dokumen dan jasa
sekretariat lainnya, penulisan surat atau ringkasan, persewaan
kotak surat dan jasa postal dan surat menyurat lainnya (kecuali
direct mail advertising), jasa fotokopi, penggandaan, blue printing,
jasa pengolah kata, jasa penggandaan dokumen lain yang juga
menyediakan jasa pencetakan, seperti pencetakan offset,
pencetakan cepat, pencetakan digital dan pencetakan prepress.

47612 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN
PENERBITAN

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil
pencetakan dan penerbitan, seperti faktur, nota, kuitansi, kartu
nama, etiket, amplop, agenda, buku alamat, kartu ucapan, kartu
pos, perangko, materai, album, buku tulis, buku gambar, kertas
bergaris, kertas grafik, atlas, huruf braile, surat kabar, majalah,
buletin, kamus, buku ilmu pengetahuan dan buku bergambar.

47411 PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN
PERLENGKAPANNYA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus
macam-macam komputer, peralatan dan perlengkapannya.

47414 PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat

telekomunikasi, seperti handphone, pesawat telepon dan
perlengkapannya lainnya.

47420 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO
DAN VIDEQO DI TOKO
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus

peralatan audio dan video, seperti radio, televisi, video, tape
recorder, audio amplifier dan cassete recorder. Termasuk peralatan
stereo dan peralatan perekam dan pemutar CD dan DVD.

47711 PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus

pakaian, baik terbuat dari tekstil, kulit, maupun kulit buatan,
seperti kemeja, celana, jas, mantel, jaket, piyama, kebaya, blus,
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rok, daster, singlet, kutang/BH, gaun, rok dalam, baju bayi,
pakaian tari, pakaian adat, mukena dan jubah.

47528 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGA! MACAM MATERIAL
BANGUNAN

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus
berbagai macam material bangunan, seperti semen, pasir , paku,
cat dan lain-lain,

45201 REPARASI MOBIL

Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil,
seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi
clektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian
kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca
dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor.
Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa,
perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesori yang
bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan
lainnya.

45302 PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI
MOBIL

Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku
cadang, komponen dan aksesori mobil yang terpisah dari
perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil,
baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.

47529 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG
KONSTRUKSI LAINNYA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan
dan barang konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam
kelompok 47521 s.d. 47528, seperti pipa dan selang dari plastik,
formika, plastik lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes
semen berlapis dan pipa saluran asbes semen. Termasuk
perdagangan eceran pemotong rumput dan alat mandi uap.

47521 PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN
KONSTRUKSI
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran Kkhusus

barang logam untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja
profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali,
kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak
kunci, tangki air, menara air, rolling door, awning dan seng
lembaran.

47522 PERDAGANGAN ECERAN KACA
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus kaca

lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca lembaran bening,
kaca lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna dan kaca
lembaran berukir.
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47523 PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA, UBIN
DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus

genteng, batu bata dan ubin yang terbuat dari tanah liat, kapur,
semen, atau gelas untuk bahan konstruksi, seperti genteng pres,
genteng kodok, batu bata pres, batu bata berongga, bata tahan
api, ubin lantai, ubin dinding, ubin batako, termasuk juga lubang
angin, bak mandi, kloset, eternit, pipa irigasi dan buis.

47254 PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN
BATU

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran Kkhusus
semen, kapur, pasir dan batu untuk bahan konstruksi, seperti
semen portland putih, semen portland abu-abu, semen posolan
kapur, semen portland posolan, kapur tohor, kapur tembok, pasir,
kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu lempengan, batu pualam
dan kubus mosaik.

47591 PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus

furniture, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak
sepatu dan bufet. Termasuk juga usaha perdagangan eceran
khusus kasur dan bantal/guling.

47592 PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH
TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN
PERLENGKAPANNYA.

Kelompok 1n1 mencakup usaha perdagangan eceran khusus

peralatan listrik rumah tangga dan perlengkapan penerangan,
seperti mesin cuci, lemari es, kipas angin, alat pengisap debu, alat
penggosok lantai, mixer, seterika listrik, blender, lampu pijar,
lampu neon, starter, ballast, reflektor, kabel, sakelar, stop kontak,
fiting dan sekering.

47599 PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus

peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya dalam
subgolongan 4759 yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.

77291 AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA
HAK OPSI ALAT PESTA
Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna

usaha tanpa hak opsi semua jenis barang untuk keperluan pesta,
seperti tenda, kursi tamu, kursi pelamin dan dekor serta kostum,
peralatan makan dan saji, peralatan musik dan perlengkapan
pesta lainnya.

80100 AKTIVITAS KEAMANAN SWASTA




37.

38,

39.

40.

41.

-13-

Kelompok ini mencakup usaha jasa penyelidikan, pengawasan,
penjagaan dan kegiatan atau perlindungan untuk keselamatan
perorangan dan harta milik. Termasuk kegiatan patroli, seperti
pengawalan dalam perjalanan membawa barang berharga,
bodyguard, patroli jalan raya, penjagaan gedung, kantor, pabrik,
hotel dan sebagainya, penyelidikan sidik jari, tanda tangan dan
tulisan tangan. Penjagaan dengan sistem instalasi alarm
dimasukkan dalam kelompok 80200. Penyelidikan yang
berhubungan dengan perasuransian dimasukkan dalam
subgolongan 6621.

49221 ANGKUTAN BUS PARIWISATA

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan
menggunakan kendaraan bus umum untuk keperluan pariwisata
atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam trayek,
seperti untuk keperluan perjalanan wisata perorangan atau
kelompok menggunakan mobil bus umum kecil, sedang, besar,
maxi, tempel, dan tingkat.

93111 FASILITAS STADION
Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan

fasilitas untuk olahraga sepak bola, hoki, cricket, baseball, jai-alai,
atletik (lari, lempar lompat dan lain-lain) sebagai usaha pokok, dan
sarana stadion lainnya. Penyelenggaraan sekolah/pendidikan
olahraga sepak bola, hoki, cricket, baseball, jai-alai, atletik (lari,
lempar lompat dan lain-lain) yang dikelola sendiri dicakup dalam
kelompok ini.

03114 FASILITAS LAPANGAN
Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan

fasilitas olahraga golf, bulu tangkis, bola voli, bola basket, tenis
sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya.

47630 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS  PERALATAN
OLAHRAGA DI TOKO
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus

peralatan olahraga, seperti berbagai macam bola, raket, jaring/net,
stik, bat, peralatan panahan, peralatan pancing, peralatan anggar,
peralatan terjun payung, sepatu roda/skate board, sarung tinju,
halter, sepeda olahraga, perlengkapan catur, meja biliar, meja
pingpong, perlengkapan golf, alat pengaman olahraga, matras,
spring board, scoring board, dan ring tinju. Termasuk
perdagangan eceran peralatan untuk kemah, perahu dan sepeda
standard, sepeda balap dan sepeda mini.

45403 PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BARU
Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran sepeda motor

baru, termasuk motor sepeda atau moped
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b} Menjalankan usaha dalam bidang pengelolaan dan pengolahan sampah

yang meliputi:

1. 38110 PENGUMPULAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA
Kelompok ini mencakup pengumpulan sampah padat yang tidak
berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah
rumah tangga dan usaha dengan menggunakan tempat sampah,
tempat sampah beroda, kontainer sampah dan lain-lain yang
meliputi campuran bahan-bahan yang dapat dipulihkan,
pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, pengumpulan
minyak dan lemak masak bekas pakai dan pengumpulan sampah
dari tempat sampah di tempat umum. Termasuk juga usaha
pengumpulan sampah konstruksi dan pembongkaran bangunan,
pengumpulan dan pembersihan runtuhan atau puing, pengumpulan
sampah dari pabrik tekstil dan pengoperasian pos pemindah sampah
untuk sampah yang tidak berbahaya.

2. 38211 TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH DAN SAMPAH
TIDAK BERBAHAYA
Kelompok ini mencakup wusaha pengopersian lahan untuk
pembuangan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan sampah
yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan
atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan
bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk
kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan pengelolaan sampah
organik untuk pembuangan.

3. 38212 PRODUKSI KOMPOS SAMPAH ORGANIK
Kelompok ini mencakup usaha produksi kompos dari sampah

organik dan abu tanaman (pupuk alam organik}.

c) Menjalankan usaha dalam bidang lembaga keuangan mikro yang
meliputi:
1. 64151 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KONVENSIONAL
Kelompok ini mencakup lembaga keuangan yang kegiatan usahanya

menjalankan usahanya secara konvensional, meliputi jasa
pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui
Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota
dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa
konsultasi pengembangan usaha. Lembaga keuangan yang termasuk
kelompok ini meliputi Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank
Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK]},
Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan
(LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit
Pedesaan (BUKP), dan sejenisnya.

d} Menjalankan usaha dalam bidang akomodasi wisata yang meliputi:
1. 55130 PONDOK WISATA
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Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan
penginapan bagi umum dengan pembayaran harian yang dilakukan
perscorangan dengan menggunakan bangunan rumah tinggal yang
dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan
dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk
berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.

2. 55191 Penginapan Remaja (Youth Hostel)
Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa penginapan yang
biasanya digunakan wisatawan sebagai akomodasi dapat berupa
ruangan/ kamar yang dapat digunakan bermalam bersama-sama
(sharing room) atau sendiri dalam rangka kegiatan pariwisata dengan
tujuan untuk rekreasi, memperluas pengetahuan/pengalaman, dan
perjalanan.

3. 55193 VILA
Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan
penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang
khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan
dikelola sendiri oleh pemiliknya,

4. 55199 PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA
Bidang Usaha Jasa Penginapan:

e (Guest House
Dialokasikan untuk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM), sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden No. 49
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 10
Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Kelompok ini mencakup wusaha penyediaan jasa pelayanan
penginapan yang belum termasuk dalam kelompok 55191 sd. 55194,
seperti usaha penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya seperti
bungalo, cottage dan lain-lain. Termasuk motel dan pondok tamu
(guesthouse).

BAB IV
ORGANISASI BUM DESA
Bagian Kesatu Musyawarah Desa
Pasal 4
Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.
2. Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana
operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
3. Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi
oleh Pemerintah Desa.

—
.

Pasal 5
Musyawarah Desa terdiri atas:
a. Musyawarah Desa tahunan; dan
b. Musyawarah Desa khusus.
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Pasal 6
1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
S huruf a:
a. Pelaksana operasional menyampaikan:
1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan

2)

3)

penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan
oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.

b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal
BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.

Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja
oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional
atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas
tugas kepenasihatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang
lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan
Laporan Keuangan.

Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD
untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh)
hari kalender.

Pasal 7

. Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf

b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan
adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah
Desa.

. Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional

dan/atau pengawas kepada penasihat.

. Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa

khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8
. Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
a. Perbekel,
b. BPD; dan

c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
1. penyerta modal;
2. perwakilan Banjar Dinas Se-Desa Ungasan; dan
3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha
BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa.
Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk
mencapai mufakat.

Pasal O

Musyawarah Desa berwenang:

a.
b.
c.

menetapkan pendirian BUM Desa;

menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;

membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan
kewajiban, serta Kkewenangan pihak penerima kuasa fungsi
kepenasihatan;

mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional
BUM Desa;
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mengangkat pengawas;

mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;

memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;

. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program Kkerja yang
diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan
penastihat;

i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah

tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;

j- memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai,
jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak
lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;

k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;

menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa,;

m. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk
melaksanakan kegiatan tertentu;

n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;

o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa
dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;

p. menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan
tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;

g. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan
aset BUM Desa;

r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus
dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau
pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh
unsur kesengajaan atau kelalaian;

s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum
dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak
menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;

t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa
karena keadaan tertentu;

u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan

pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM

Desa;

meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan

w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk

melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan

dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

SR o

—_
.

<

Bagian Kedua
Penasihat
Pasal 10
Penasihat dijabat secara rangkap oleh Perbekel Ungasan atas nama I Made
Kari, SH.

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan
menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau
perubahannya;

b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja
yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk digjukan kepada
Musyawarah Desa;

c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai
keputusan Musyawarah Desa;
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dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana
operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;
bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan
menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan
dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau
masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;

melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM
Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh
pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan
tahunan;

menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa
berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;

bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman
BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam
Anggaran Dasar BUM Desa; dan

bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama
BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama
tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran
Dasar BUM Desa.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

a.

b.

a.

memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam
melaksanakan pengelolaan BUM Desa;

menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana
program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM
Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan
pengelolaan usaha BUM Desa;

. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan

pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah
Desa;

memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi
BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
dan/atau keputusan Musyawarah Desa;

memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap
penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan
pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 13
Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:
memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi
kepenasihatan,;

b.

Memperoleh penghasilan yang terdiri atas :

1. Honorarium minimum senilai 25 % (Dua Puluh Lima Persen) dari
penghasilan tetap Direktur BUM Desa setiap bulan yaitu minimum
sebesar Rp.1.250.000,-

2. Memperoleh tunjangan kinerja pada saat capaian laba positif pada
masing — masing unit usaha BUM Desa setiap bulan berdasarkan
program kerja dan kemampuan Perusahaan sesuai Anggaran Dasar
pasal 35 ayat (3)
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Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional

Pasal 14
BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang
selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.

Pasal 15

a. Dircktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang
perseorangan yang diusulkan oleh Perbekel, BPD, dan/atau unsur
masyarakat dalam Musyawarah Desa.

Direktur berjumlah 1 (satu) orang dengan nama : [ Made Nuada Arsana

b. Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi syarat meliputi:

1. warga Desa Ungasan;
2. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang
dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
3. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk
melaksanakan tugas sebagai direktur;

berpendidikan minimal SLTA sederajat;

mampu melaksanakan perbuatan hukum;

tidak pernah dinyatakan pailit;

tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah

usaha dinyatakan pailit;

tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai

usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
10. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
11. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan
Direktur BUM Desa.

b. Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dengan kriteria persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

e. Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.

Nk

© o

Pasal 16
Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena
alasan:
a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga
dan/atau peraturan perundang-undangan;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang
seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;
e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap;
mengundurkan diri;
g. Meninggal dunia.

b

Pasal 17
Direktur berwenang:
a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati
Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
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mengambil keputusan terkait operasional Usaha BUM Desa yang
sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan
Musyawarah Desa;

mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal
organisasi maupun dengan pihak lain;

mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk
penctapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM
Desa;

mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris
dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai
ketenagakerjaan;

melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan
Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran
Dasar BUM Desa;

melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan
Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa
atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesual yang
ditetapkan oleh Musyawarah Desa;

melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang
ditetapkan oleh Musyawarah Desa,;

melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah
Desa;

bertindak sebagai penyelesai, dalam hal Musyawarah Desa tidak
menunjuk penyelesai; dan

mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau
perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai
segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana
diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta
mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas:

da.

menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM
Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan
tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar
pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan
pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa,
keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan;

menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM
Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;

menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa
untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh
penasihat dan pengawas;

atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM
Desa kepada penasihat;

menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah
Desa; dan

bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan
menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan
dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau
masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.
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Pasal 19

Direktur berhak:

a.

b.

C.

-~

Mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal
dan dalam segala kejadian;

Mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan
bhendahara;

Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

1. Gaji pokok minimum senilai 150% (Seratus Lima Puluh Persen)
UMK Badung perbulan yaitu minimum sebesar Rp.5.000.000,00
(Lima Juta Rupiah).

2. Tunjangan jabatan, tunjangan uang makan, dan tunjangan
lainnya akan diatur dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan
keuangan BUM Desa.

3. Memperoleh tunjangan kinerja pada saat capaian laba positil pada
masing — masing unit usaha BUM Desa setiap bulan berdasarkan
program kerja dan kemampuan Perusahaan sesuai Anggaran
Dasar pasal 35 ayat (3)

Memperoleh bagian bonus tahunan dari pembagian hasil usaha sebesar
5% jasa pengelola setiap tahunnya yang diatur pada pasal 35 ayat (2);
Memperoleh tunjangan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
Mendapatkan kompensasi apabila berakhir masa bhakti dan /atau jika
diberhentikan dengan hormat sesuai dengan undang - undang ketenaga
kerjaan.

Bagian Keempat
Pengawas

Pasal 20

. Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh

Perbekel, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
Pengawas berjumlah 1 (satu) orang dengan nama : I Made Sutarna, SE.

. Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi syarat meliputi:
a. warga Desa Ungasan;
b. sehat jasmani dan rohani ({tidak sedang menderita penyakit yang
dapat menghambat tugas sebagai pengawasj;
memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
berpendidikan minimal SLTA / sederajat;
tidak pernah dinyatakan pailit;
tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah
usaha dinyatakan pailit;
tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai
usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan

™o a0
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. Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Kkriteria persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

. Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa
karena alasan:

1. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
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2. melanggar ketentuanAnggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga
dan/atau peraturan perundang-undangan;

3. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;

4. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang
seharusnya dihormati sebagai pengawas;

5. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap;

6. mengundurkan diri;

7. meninggal dunia.

Pasal 22

Pengawas berwenang:

a.

bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja
yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada
Musyawarah Desa,;

bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan
menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau
perubahannya;

bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman
BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam
Anggaran Dasar BUM Desa;

bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama
BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama
tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran
Dasar BUM Desa;

bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis
keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka

perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa
kepada Musyawarah Desa;

atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit
investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian
dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM
Desa; dan

. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa.

Pasal 23

Pengawas bertugas:
melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya
pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk
pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesual Anggaran
Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan;
melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan
kepada Musyawarah Desa;
melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan
Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada
penasihat;
bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang
diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada
Musyawarah Desa,;
bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan
pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional
sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
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bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan
pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah
Desa; dan

h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan

dalam Musyawarah Desa.

Pasal 24

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 berhak:

a.

L.

Memperoleh penghasilan minimum senilai 25 % (Dua Puluh Lima
Persen) dari penghasilan tetap Direktur BUM Desa setiap bulan yaitu
minimum sebesar Rp.1.250.000,-

Memperoleh tunjangan kinerja pada saat capaian laba positif pada
masing - masing unit usaha BUM Desa setiap bulan berdasarkan
program kerja dan kemampuan Perusahaan sesuai Anggaran Dasar
pasal 35 ayat (3)

Total jumlah penghasilan dan tunjangan kinerja tersebut selanjutya
dibagi rata sesuai jumlah pengawas.

BABV
MODAL, ASET, DAN PINJAMAN
Bagian Kesatu
Modal
Pasal 25

. Modal BUM Desa dapat bersumber dari:

a. penyertaan modal Desa;

b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan

c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyarvarah Desa
untuk menambah modal.

. Penyertaan modal awal BUM Desa Mega Kencana Ungasan berasal dari

APBDesa Ungasan terdiri dari:

a. Penyertaan Modal sebesar Rp. 271.144.905,28 melalui Peraturan
Desa Ungasan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal
BUM Desa Bumi Segara Artha Tahun 2017.

b. Penyertaan Modal sebesar Rp. 217.800.600,00 melalui Peraturan
Desa Ungasan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal
BUM Desa Bumi Segara Artha Tahun 2018.

. Penyertaan Modal Desa

a. Penyertaan Modal sebesar Rp. 553.647.792 melalui Peraturan
Desa Ungasan Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal
BUM Desa Mega Kencana Ungasan Tahun 2021

b. Penyertaan Modal sebesar Rp. 1.173.000.000 melalui
Peraturan Desa Ungasan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang
Penyertaan Modal BUM Desa Mega Kencana Ungasan Tahun 2022

Bagian Kedua
Aset.
Pasal 26

Aset BUM Desa bersumber dari:
a. penyertaan modal;
b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
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c. hasil usaha,;

d. pinjaman; dan/atau

e. sumber lain yang sah.

. Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara
berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 27

. Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.

. Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 28
. BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan
memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta
kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
. Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan,
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri
lainnya dengan ketentuan:

a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau
pembentukan Unit Usaha BUM Desa;

b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman,
bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa
masa jabatan direktur;

c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 {(dua) tahun
berturut-turut;

d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan

e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil
manfaatnya oleh BUM Desa bersama, tidak dapat dijadikan
jaminan atau agunan.

Pasal 29

. Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih
dari atau sama dengan Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah]
dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.

. Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang
dari Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dilakukan setelah
mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI
KERJA SAMA
Pasal 30
. BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kerja sama usaha; dan
b. kerja sama non-usaha.
. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling
menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat
Desa serta para pihak yang bekerja sama.
. Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) paling sedikit
meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia
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usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan
lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum
Indonesia, dan BUM Desa lain.

Pasal 31

. Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf
a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah
Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.

. Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM
Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau
prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko
kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola,
didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 32

. Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1)
BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain
berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk
pengelolaan bersama sumber daya.

. Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan
bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan
dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 33
. Bentuk kerja sama usaha:
a. Investasi /penanaman modal uang, barang, dan jasa.
b. Investasi Properti
. Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari Rp. 300.000.000,-
(Tiga Ratus Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan
Musyawarah Desa;
. Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang atau sama dengan Rp.
300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat
persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 34
. Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)
huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
. Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan
penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA
Pasal 35

. Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil

kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu)
tahun buku.

. Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
a. Pendapatan Asli Desa sebesar 30% (Tiga Puluh Persen);
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Laba ditahan untuk cadangan modal pengembangan Usaha BUM
Desa/Unit Usaha BUM Desa sebesar 50% (Lima Puluh persen)
Dana sosial sebesar 10% (Lima persen);

Dana pendidikan dan pelatihan sebesar 5% (Lima persen);

Jasa pengelola BUM Desa sebesar 5% (Lima persen);

1 Unit Usaha BUM Desa pada masing-masing unit usaha apabila

memperoleh capaian laba/surplus setiap bulannya dapat diperuntukan
untuk komponen tunjangan kinerja pengelola, pelaksana operasional

mau

pun karyawan yang besarannya disesuaikan dari laba kotor (gross

profit) berdasarkan program kerja dan kemampuan perusahaan.

BAB VII
PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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